
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nornor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) darr/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/a~u Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); f1-

Menimbang: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
perlu menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Couid-19j
dan/atau Dalarn Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dari/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara
RepubJik Indonesia Nornor6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan an tara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor4575);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5165);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021 Nomor8);

19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6279);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp 79.720.535.110,59

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 529.159.551.422,81

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 615.159.551.422,81
2. Pengeluaran !:>RJ,!p_....!8~6~.:.!.00~0~.~0:.!.0:.!.0.~0~0~0~.0'-".0

4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil ....... Rp 1.579.375.912.863.60
b) Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.265.433.632.182.36

Rp 2.844.809.545.045.96

Jumlah Belanja Rpl0.060.730.260.979,40
Surplusj(Defisit) (Rp 449.439.016.312,22)

288.834.883.969,24

70.853.405.527,00
2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah .......... Rp
b) Belanja Modal Perala tan
dan Mesin... ......... Rp

c) Belanja ModalGedung dan
Bangunan Rp 289.050.835.757,28

d) Belanja Modal jalan, irigasi
dan Jaringan................... Rp 1.107.398.086.860,42

e) Belanja ModalAset Tetap
lainnya............................. Rp 80.696.901.908.00

Rp 1.836.834.114.021.94
3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga.......... Rp 14.055.098.162,00

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Pasa! 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah ... Rp 3.865.463.033.085,17
2. Pendapatan Transfer...... Rp 5.712.683.072.712,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah Rp 33.145.138.870.00

Jumlah Pendapatan Rp 9.611.291.244.667,17

b. Be!anja
1. Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai Rp 1.923.290.549.742,00
b) Belanja Barang dan Jasa... Rp 1.811.885.209.417,49
c) Belanja Bunga................ Rp 382.096.916,00
d) Belanja Hibah.. .... ............ ~R~p~1",.6~2",,9i!..:..::!.47!....:3~.~6::!.47.!.....~6~7::!.4.c..O~O

Rp 5.365.031.503.749.49

MEMUTUSKAN:
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BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR 23

rr'>:
S. A. SUPRIONO

Diundangkan di PaJembang
pada tanggaJ 25 Okteber 2022

SEKRETARlSDAERAH
PROVINSISUMATERASELATAN,

fvMr-'

H. HERMANDERU

GUBERNURSUMATERASELATAN,~

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Okto15er 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 2
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